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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi komunikasi pembangunan
pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di
Kelurahan Pasar IT Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Penelitian menggunakan
metode deskriptif kualitatif, dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai
sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel
yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Wawancara dilakukan pada informan
yang menjadi pelaku dan orang yang mengetahui, memahami dan berperan aktif dalam
pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di kelurahan, Hasil penelitian adalah
komunikasi pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat dalam musyawarah rencana
pembangunan (musrenbang) telah dilakukan melalui media yang digunakan yaitu media
tradisional (oral) dan media modern (hroadcast), desain instruksional melalui rembug warga
interaksi secara langsung, partisipatoris melibatkan warga dan komunitas di masyarakat dan
pemasaran baik pelaksanaan musrenbang maupun dokumen hasil musrenbang kepada para
pihak di berbagai sektor pemerintahan, dunia usaha/bisnis serta masyarakat. Faktor-faktor
menjadi kendala dalam komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, yaitu
dominasi kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, persoalan sosio-kultural
berupa perbedaan norma sosial dan tingkat pendidikan aktor pembangunan, serta ego sektoral
pelaku pembangunan mulai dari institusi pemerintah, swasta hingga entitas sosial masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Pembangunan, Pemerintah Daerah, Masyarakat.
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ABSTRACT

This research is to see how the communication strategies of local government and
community development in development planning deliberations in Pasar II North
Prabumulih, Prabumulih City, South Sumatra. This research uses descriptive qualitative
method, as an effort to explore and clarify something about a phenomenon or social
reality by describing a number of variables related to the problem and unit under study.
Interviews were conducted with informants who were perpetrators as well as people who
knew, understood and had an active role in conducting village development planning
meetings. The results of this study are development communication between the
government and the community in development planning meetings (musrenbang)
conducted using traditional media (oral) and modern media (broadcast), learning design
through direct discussion of citizen interaction, participatory involving citizens and
communities in the community and marketing good implementation of the musrenbang
and the results of the musrenbang to parties in various government sectors, the business
world / business community. The factors that become obstacles in communication
between local government and the community are the dominance of power in influencing
government policy, socio-cultural issues in the form of differences in social norms and
education levels of development actors, as well as sectoral egos of development actors
ranging from government institutions, the private sector to social social entities.

Keywords: Strategy, Development Communication, Local Government, Society.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di berbagai bidang pesat dilaksanakan mulai dari perkotaan
hingga ketingkat pedesaan. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta
dana dari swasta dikucurkan kepada pemerintah daerah atau ke kelompok-
kelompok masyarakat didaerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan di
daerah tersebut. Demi keberhasilan pembangunan tersebut maka peran serta
masyarakat dan berbagai sektor dalam menentukan arah pembangunan sangat
penting agar tujuan dari pembangunan tersebut bisa mencapai sasaran, yaitu
bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang menjadi
kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah daerah
berperan dalam melakukan komunikasi pembangunan dengan berbagai pihak baik
sektor swasta maupun masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berkontribusi
dalam melakukan percepatan pembangunan dengan menggunakan berbagai dana
dan sumber pembiayaan yang sesuai dengan undang-undang.

Di Kota Prabumulih, sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih
Nomor 45 Tahun 2016, organisasi yang berfungsi menjalankan fungsi
pembangunan tidak hanya walikota tetapi camat, lurah hingga organisasi
kemasyarakatan yang ada di kelurahan yang sifatnya relawan. Organisasi lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang berada di kelurahan dan
berfungsi sebagai pihak yang mengkomunikasikan peran Bappeda sebagai
perencana pembangunan tingkat kota dengan masyarakat harus menjalankan
perannya secara optimal agar proses penyusunan rencana pembangunan melalui
proses musrenbang dapat berjalan dengan baik. Di tingkat kelurahan, Ketua RW
dan Ketua RT sebagai unsur pemerintah di tingkat kelurahan mempunyai peran
penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan rencana
pembangunan.

Aktor-aktor pembangunan yang terdapat di dalam organisasi LPMK itu

sendiri mempunyai peran masing-masing tergatung seksi yang berada dalam



strukturnya, meliputi seksi keagamaan, kantibmas, pembangunan dan ekonomi,
kesejahteraan rakyat, kesehatan, pemuda dan olahraga, serta peningkatan peranan
wanita (Ketua LPMK Kelurahan Pasar I, 2019).

Keterlibatan semua pihak dalam perencanaan pembangunan mulai dari
tahap persiapan sampai tahap evaluasi kegiatan sangat penting. Hal ini agar semua
pihak dapat berpartisipasi dengan baik dan mendukung setiap tahapan kegiatan.
Peran lurah sebagai pemerintah di kelurahan yang mengkoordinir semua
organisasi di kelurahan diperlukan agar dapat melaksanakan kegiatan musrenbang
yang partisipatif.

Komunikasi dikatakan efektif apabila menimbulkan efek yang diharapkan
dari komunikan. Hal tersebut bisa terjadi bila komunikator mengenal secara benar
siapa komunikannya. Karena salah satu prinsip utama dari komunikasi ialah
bahwa komunikasi hanya bisa terjadi bila terjadi pertukaran pengalaman yang
sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (Cangara, 2014:
23).

Menurut Mas’oed (dalam Warjio, 2016:99-100), pembangunan merupakan
sebuah proses politik yang menghadirkan banyak aktor dan satu sama lain saling
memengaruhi untuk menguatkan posisi mereka dalam persaingan kepentingan
mereka. Aktor politik pembangunan berfungsi sebagai penghubung antar dua
sistem sosial yaitu menghubungkan antara yang mempelopori perubahan dan
sistem sosial yang menjadi klien dalam perubahan tersebut (Roger dan Shoemaker
dalam Warjio, 2016:213-214). Aktor pembangunan terdiri dari Negara

(pemerintah), swasta, masyarakat sipil, serta individu (Warjio, 2016:216).

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaannya perlu
melibatkan semua pihak agar lebih bersinergi dan terintegrasi dengan
mengoptimalkan ~ kemampuan  kerjasama,  kolaborasi,  jaringan, dan
memaksimalkan potensi lokal yang ada pada masyarakat melalui komunikasi
pembangunan yang baik. Kerjasama yang terintegrasi dalam pelaksanaan
musyawarah pembangunan bagi masyarakat merupakan upaya penting yang
bertumpuh pada koordinasi yang efektif antara pemerintah, perusahaan (dunia

usaha/pelaku bisnis), serta masyarakat.



Menurut (Scramm dalam Nasution, 2004:101), merumuskan tugas pokok
komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam pembangunan, yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan
agar mereka memusatkan perhatian kepada kebutuhan akan perubahan,
kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan,
dan membangkitkan aspirasi masyarakat.

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian
secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog
agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai
perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat
untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan
menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.

3. Mendidik tenaga kerja dari seluruh lapisan masyarakat yang diperlukan
dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan, keterlibatan semua pihak
sangat diperlukan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat agar sinergisitas
dalam pembangunan dapat terjadi. Informasi terutama berkaitan dengan upaya
penyusunan rencana pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat agar
masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan dan dapat menjadi kontrol
pada implementasinya.

Sebagaimana pembangunan menurut Roger (dalam Nasution, 2004:82-83),
pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori
secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan
yang lebih besar, kebebasan dan kualitas yang dinilai tinggi lainnya) bagi
mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar
terhadap lingkungannya.

Dalam pembangunan, komunikasi itu sangat penting dan termasuk
berkaitan dengan pilihan komunikasi yang akan dipergunakan berkaitan dengan
kondisi sosial budaya di masyarakat. Menurut Lerner (dalam Nasution, 2004:109-
110), sistem komunikasi merupakan indikasi sekaligus agen dari proses perubahan
sosial. Perubahan sistem komunikasi masyarakat selalu berjalan satu arah yaitu
dari sistem komunikasi oral (mulut ke mulut)
ke sistem komunikasi modern (yang menggunakan media). Sistem komunikasi
oral, cocok untuk masyarakat tradisional, sedangkan sistem komunikasi media

sesuai untuk masyarakat modern.



Dalam pelaksanaan musrenbang, komunikasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan masyarakat melalui musyawarah rencana
pembangunan (musrenbang) harus memperhatikan sistem komunikasi dan strategi
yang digunakan karena melibatkan masyarakat yang mempunyai stratifikasi,
pendidikan dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting
untuk menunjang proses pembangunan.

Peranan komunikasi dalam pembangunan (Scramm dalam Nasution,
2004:102-103), yaitu:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan melalui
internalisasi nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang
menunjang modernisasi

2. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-
program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.

3. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik
menjadi suatu proses yang berlangsung bersama-sama.

Musyawarah rencana pembangunan melibatkan semua pihak mulai dari
pemerintah daerah, camat, lurah, ketua RW, tokoh masyarakat hingga masyarakat.
Komunikasi yang efektif dapat memudahkan perencanaan dan implementasi
program dari pihak yang potensial baik pemerintah, swasta maupun masyatakat.

Komunikasi pembangunan melalui musyawarah di tingkat kelurahan juga
dilakukan di Kelurahan Pasar Il Prabumulih, terlebih sejak tahun 2004 melalui
undang-undang otonomi daerah telah menjalankan fungsi otonom yaitu mendapat
tugas dari pemerintah pusat untuk menjalankan peran dan fungsi secara mandiri
dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat.

Prabumulih sebelumnya adalah kota administratif yang merupakan salah
satu bagian wilayah Kabupaten Muara Enim. Sejak tahun 2001 Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 27 April
2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya resmi menjadi
sebuah kota yang secara administratif memiliki aparat pemerintahan dan lembaga
legislatif yang berdiri sendiri, terpisah dari Kabupaten Muara Enim sebagai salah
satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk, Kota Prabumulih nampak

mulai melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik, antara lain



memperluas jalan protokol, membangun jalan arteri sepanjang 28,5 km serta akan
menyediakan berbagai sarana pelayanan publik yang tentunya mendorong
investor dan pertumbuhan perusahan-perusahaan (data Prabumulih Dalam Angka,
2018).

Kota Prabumulih terdiri dari 37 desa/kelurahan yang tersebar di 6
kecamatan. Salah satu kelurahan adalah Pasar 11 Kota Prabumulih yang secara
administratif terletak di pusat kota yang mempunyai kompleksitas permasalahan
termasuk masalah pembangunan. Kelurahan Pasar 1l Prabumulih terdiri dari 24
RT dan 5 RW. Di Kelurahan ini terdapat 1.422 unit rumah permanen, 30 unit
rumah semi permanen, 13 unit rumah panggung kayu dan 45 unit ruko (Data
Kelurahan Pasar Il, 2018). Jumlah penduduk Kota Prabumulih pada tahun 2018
sebesar 182.128 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 91.827 jiwa dan 90.301
perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 419 km persegi (data
Prabumulih Dalam Angka, 2018). Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Pasar
Il Prabumulih 6.853 Jiwa dengan rincian 3.370 jiwa laki-laki dan 3.083 jiwa
perempuan serta kepala keluarga sebanyak 1.676 jiwa. Di Kelurahan Pasar II
Prabumulih masyarakat yang bekerja sebagai PNS sebanyak 1.237 jiwa, pekerja
swasta 2.121 jiwa, pedagang 3.047 jiwa dan pekerjaan lainnya sebanyak 448 jiwa
(Data Kelurahan Pasar |1, 2018).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga penggerak
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan
pembangunan perlu mendapatkan perhatian yang optimal. Subjek pembangunan
adalah unsur manusia, maka hasil dari pembangunan merupakan upaya yang
dilakukan oleh manusia. Dengan demikian maka peranan manusia dalam posisi
yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan.

Optimalisasi mutu sumber daya manusia aparatur dirasakan sangat penting
dalam mencapai keberhasilan yang menjadi cita-cita pembangunan. Betapapun
sempurnanya aspek ilmu dan teknologi serta ekonomi tanpa aspek manusia, sulit
mencapai  pembangunan.  Masyarakat  Prabumulih  merupakan pelaku
pembangunan untuk melaksanakan pelayanan publik. Sebagai kota admininistratif
yang mempunyai otonom dari pemerintah pusat untuk menjalankan sebagian

besar dari pemerintahan. Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk, Kota



Prabumulih nampak mulai melakukan pembangunan baik fisik, antara lain
memperluas jalan protokol, membangun jalan kota serta non fisik dengan
menyediakan berbagai sarana pelayanan publik yang tentunya mendorong
investor dan pertumbuhan perusahan-perusahaan. Prabumulih sebagai salah satu
kota administratif di Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya mempunyai
berbagai instansi pelayanan publik yang tentunya membutuhkan perencanaan
pembangunan yang baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Otonomi Daerah, pada Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem
Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN), dalam Pasal 1 Ayat (21) dinyatakan
bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawarah perencanaan pembangunan diawali dari tingkat kelurahan
dan desa. Data dan masukan mengenai persoalan kelurahan dan desa dijadikan
sebagai masukan untuk rencana pembangunan dan data tersebut akan dibahas di
musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang kecamatan adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat
kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan
prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada
masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana
kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan
Kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap
tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana
Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Rencana kerja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah pemerintah

kecamatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kecamatan



bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta
mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan.
Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang
kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu dan dokumen-dokumen yang relevan
untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah antara pemerintah
dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau
program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan,
pemerintah kelurahan dan warga berdiskusi dalam menyusun program tahunan di
kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan
penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang
ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Rencana
kerja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang
relevan dengan usulan yang ada.

Koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam perencanaan
pembangunan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan masalah interaksi antar
instansi pemerintah tidak terkecuali kelurahan. Hal ini perlu karena jangan sampai
instansi-instansi hanya pemerintah hanya ingin bertanggung jawab dengan
program-program dalam perencanaannya sendiri dan kurang merespons program
bersama yakni bagi instansi sendiri dan instansi lainnya (Usman, 2012).

Implementasi kegiatan musrenbang melalui peran lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) itu sangat penting untuk memastikan usulan-
usulan prioritas yang didapatkan di RT-RT di kelurahan sehingga dapat bersinergi
dengan program-program yang berpotensi diakomodir oleh instansi atau dinas di
tingkat kota. Untuk itu perlu partisipasi masyarakat agar semakin banyak daftar
usulan yang dapat di bahas bersama stakeholders terkait pada musrenbang tingkat

kota nantinya.



Pada Tahun 2019, Kelurahan Pasar 1l melaksanakan musrenbang pada
bulan Januari dengan agenda membahas kembali rencana pembangunan
Kelurahan Pasar Il pada tahun sebelumnya yang belum terealisasi, penambahan
rencana baru kegiatan pembangunan pada Tahun 2019 serta pembangunan yang
diprioritaskan. Dari hasil musyawarah, rencana pembangunan mengacu pada
usulan yang prioritas menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak
Khususunya perbaikan jalan dan drainase namun usulan kegiatan lainnya masih
tetap diakomudasi (MH. Muhajirin, Ketua LPMK, 2019).



Berikut daftar urutan kegiatan prioritas Kelurahan Pasar 11 Tahun 2019 hasil musrenbang dapat dilihat pada tabel
1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Dari Hasil Usulan RT/RW

Sasaran Kegiatan Volume Rencana Pagu Anggaran SKPD Penanggung Jawab
No Prioritas Daerah Prioritas Lokasi

1 Kel. Pasar |1 Drainase RT01/02,RT01/04, RT06/04, RT05/04 300 M Rp. 250.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

2 Kel. Pasar Il Jalan RT01/04, RT06/04 400 M Rp. 200.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

3 Kel. Pasar Il Drainase dan Saluran Air RT01/04, RT02/04, RT05/04, RT06/04 440 M Rp. 70.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

4 Kel. Pasar Il Drainase dan Saluran Air RT01/04, RT02/04, RT04/04, RT05/04 595 M Rp. 95.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

5 Kel. Pasar Il Drainase dan Saluran Air RT03/02, RT04/02, RT01/03 800 M Rp. 120.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

6 Kel. Pasar Il Pengecoran Bahu Jalan RT01/02, RT05/04 200 M Rp. 30.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

7 Kel. Pasar Il Drainase dan Saluran Air RT01/01, RT02/01 600 M Rp. 99.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

8 Kel. Pasar |1 Perbaikan Gorong-Gorong | RT06/01 1 Buah Rp.200.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

9 Kel. Pasar |1 Pembuatan Pagar PUSTU RT03/02 75 M Rp. 27.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

10 Kel. Pasar |1 Drainase dan Saluran Air RT01/02, RT02/03 1.070 M Rp. 171.000.000; | Dinas perumahan dan
permukiman

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kelurahan Pasar |1, 2019.




Daftar kegiatan prioritas hasil kesepakatan musrenbang akan dijadikan
sebagai bahan musrenbang tingkat kecamatan dan pada akhirnya nanti akan
dijadikan sebagai materi dalam penyusunan rancangan RKPD Kota Prabumulih
Tahun 2019. Musrawarah ini melibatkan semua kelompok-kelompok diskusi yang
terdiri dari unsur pemerintah kelurahan, Ketua LPMK, Kasi Ekobang, Ketua RW
dan unsur masyarakat untuk memastikan partisipasi semua pihak dalam

melakukan komunikasi pembangunan pada penyusunan dokumen musrenbang.

Rencana pembangunan yang dibahas dalam musrenbang diproyeksikan
untuk mengakses APBD kota yang telah dianggarkan oleh pemerintah kota.
Untuk itu, mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kota itu sangat
penting agar antara rencana kelurahan dan rencana prioritas kota dapat selaras.
Namun dalam proses musrenbang, usulan prioritas kelurahan harus diperjuangkan
karena sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan masing-masing.
Pelaksanaan musrenbang yang melibatkan berbagai pihak sebagai aktor dalam
setiap tahapan proses pembangunan masih belum banyak dilakukan penelitian
terutama berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah
dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, karena itu peneliti
akan melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi pembangunan
pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan di Kelurahan Pasar Il Kota Prabumulih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah tersebut dirumuskan dalam
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat

dalam musyawarah perencanaan pembangunan?
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1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka tujuan
umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah dan
Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Pasar Il Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai untuk mengetaui dan menganalisis
strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan
akademisi serta dapat digunakan dalam menambabh literatur ilmu-ilmu komunikasi
khususnya komunikasi pembangunan dalam memahami berbagai fenomena yang
berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pasar 11
Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan
rujukan bagi studi lanjutan dalam mengungkap aspek yang berkaitan dengan
strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam
musyawarah  perencanaan pembangunan di Kelurahan Pasar 1l Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan pihak kelurahan dan kecamatan dalam
menyusun dokumen perencanaan untuk menentukan tujuan dan arah

pembangunan ke depan.
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